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dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut
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< Ba B -
< Ta T -
& Sa S s (dengan titik diatasnya)
z Jim J -
z Ha H h (dengan titik di bawahnya)
¢ Kha Kh -
3 Dal D -
3 Zal z z (dengan titik di atasnya)
J Ra R -
J Zai Z -
o Sin S -
B Syin Sy -
o= Sad S s (dengan titik di bawahnya)




o= Dad D d (dengan titik di bawahnya)
L Ta T t (dengan titik di bawahnya)
L 73 z z (dengan titik di bawahnya)
& “ Ain ¢ koma terbalik (di atas)
¢ Gain G -
] Fa F -
K Qaf Q -
4 Kaf K -
J Lam L -
B Mim M -
J Nun N -
) Wawu W -
° Ha H -
apostrof, tetapi lambang ini
3 Hamzah ' tidak dipergunakan di awal
kata
$ Ya Y -

B. Konsonan Rangkap
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Contoh: 4:aal ditulis Ahmadiyyah
C. Ta Marbutah di akhir kata
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sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat,

dan sebagainya. Contoh: 4slea ditulis jama’ah
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Vokal Panjang
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Vokal Rangkap
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. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu Kkata
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Kata Sandang Alif + Lam
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Huruf Besar
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ABSTRAK

Wildani Fitriana. 2025. Pengawasan Badan Usaha Milik Desa
Oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Studi di Desa Sijeruk
Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan). Skripsi Program Studi
Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri
(UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Syarifa Khasna, M.Si.

BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) merupakan badan
hukum yang dalam pembinaan dan peningkatannya dilakukan oleh
pemerintah daerah. akan tetapi masih banyak BUM Desa yang belum
mengalami peningkatan contohnya seperti BUM Desa Genah Mulyo.
Dengan demikian rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana
pengawasan BUM Desa Genah Mulyo oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Pekalongan? dan bagaimana akibat hukum pengawasan
BUM Desa Genah Mulyo oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Pekalongan?. oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini ialah untuk
menganalisis pengawasan BUM Desa Genah Mulyo oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Pekalongan serta untuk menganalisis akibat hukum
pengawasan BUM Desa Genah Mulyo oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Pekalongan. Kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai
khasanah penambah ilmu pengetahuan terkait pengawasan dan
membantu mahasiswa serta Masyarakat untuk memahami lebih
mendalam terkait pengawasan BUM Desa.

Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah normatif-empiris
dengan pendekatan kualitatif. Data empiris diperoleh melalui data
primer dan data sekunder untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi
dalam pelaksanaan pengawasan BUM Desa oleh Pemerintah
Kabupaten Pekalongan. Teknik pengumpulan data menggunakan
wawancara dan observasi serta Teknik analisis data yang digunakan
peneliti menggunakan Teknik analisis data Interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan BUM Desa
olen Pemerintah Kabupaten Pekalongan dilakukan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD). Dalam
menjalankan tugasnya, Dinas PMD mengalami beberapa kendala
seperti kurangnya SDM dan kurangnya dukungan dari pemerintah
kabupaten dalam merumuskan peraturan mengenai kewenangan Dinas
PMD dalam melakukan pengawasan BUM Desa. Hal tersebut
menyebabkan BUM Desa di kabupaten Pekalongan tidak beroperasi



dengan baik, contohnya adalah BUM Desa genah mulyo. Karena tidak
adanya pengawasan dari pemerintah kabupaten menyebabkan
terjadinya penyalahgunaan keuangan BUM Desa oleh direktur BUM
Desa genah mulyo Sijeruk. Oleh karena itu, diperlukan penguatan
regulasi, peningkatan pengawasan, serta peningkatan koordinasi antar
pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan BUM Desa
yang baik sesuai dengan tujuan dibentuknya BUM Desa.

Kata Kunci: BUM Desa, Pengawasan, Pemerintah Kabupaten, Dinas
PMD, Yuridis Empiris.
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ABSTRACT

Wildani Fitriana. 2025. Supervision of Village-Owned Enterprises
by the Pekalongan Regency Government (A Study in Sijeruk Village,
Sragi District, Pekalongan Regency). Undergraduate Thesis,
Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. State
Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Syarifa Khasna, M.Si.

Village-Owned Enterprises (BUM Desa) are legal entities that
are developed and supervised by regional governments. However,
there are still many BUM Desa that have not experienced
improvement, such as BUM Desa Genah Mulyo. Therefore, the
formulation of the problem in this research is: how is the supervision
of BUM Desa Genah Mulyo by the Regional Government of
Pekalongan Regency? and what are the legal consequences of the
supervision of BUM Desa Genah Mulyo by the Regional Government
of Pekalongan Regency? Hence, the purpose of this research is to
analyze the supervision of BUM Desa Genah Mulyo by the Regional
Government of Pekalongan Regency and to analyze the legal
consequences of the supervision of BUM Desa Genah Mulyo by the
Regional Government of Pekalongan Regency. The usefulness of this
research is to enrich knowledge related to supervision and to assist
students and the community in gaining a deeper understanding
regarding the supervision of BUM Desa.

The research method used is normative-empirical with a
qualitative approach. Empirical data was obtained through primary and
secondary data to identify the obstacles that occur in the
implementation of BUM Desa supervision by the Pekalongan Regency
Government. Data collection techniques used include interviews and
observation, while the data analysis technique used in this study is the
interactive data analysis technique.

The results of the study indicate that the supervision of BUM
Desa by the Pekalongan Regency Government is carried out by the
Community and Village Empowerment Office (Dinas PMD). In
performing its duties, Dinas PMD encounters several obstacles such as
a lack of human resources and lack of support from the regency
government in formulating regulations concerning the authority of
Dinas PMD in supervising BUM Desa. These conditions have caused
BUM Desa in Pekalongan Regency to not operate properly, one

xii



example being BUM Desa Genah Mulyo. The absence of supervision
from the regency government has led to the misuse of BUM Desa
funds by the director of BUM Desa Genah Mulyo in Sijeruk.
Therefore, there is a need for regulatory strengthening, improved
supervision, and increased coordination among stakeholders to realize
good BUM Desa management in accordance with the objectives of its
establishment.

Keywords: BUM Desa, Supervision, Regency Government, Dinas
PMD, Normative-Empirical.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang

BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) adalah lembaga usaha
yang dimiliki dan dikelola oleh desa untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi lokal
yang ada.! Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, BUM Desa didirikan dengan tujuan utama untuk
mengoptimalkan sumber daya desa, menciptakan lapangan
pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan desa. Dengan kata lain,
BUM Desa bertujuan untuk mendorong perekonomian desa agar
lebih mandiri dan berkelanjutan.Sebagai badan usaha yang dimiliki
oleh desa, BUM Desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola
berbagai jenis usaha yang dapat mendatangkan keuntungan bagi
desa dan warganya. Pengelolaan usaha ini dilakukan dengan
melibatkan masyarakat desa, sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan mereka secara langsung.? BUM Desa juga bertujuan
untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), yang nantinya
dapat digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan
meningkatkan pelayanan publik bagi warga desa.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang
memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang (UU) Desa
menyatakan bahwa modal BUM Desa adalah kepemilikan desa yang
diberikan melalui penyertaan langsung. Namun, setelah berlakunya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang

' R Sururama and A A Masdar, “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
(Bumdes) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Pades) Desa Batetangnga
Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat,” Jurnal
Media Birokrasi 2, no. 1 (2020): 87.

% Anak Agung Ayu Sita Matallia Sari and Gede Mekse Korri Arisena, “Proses
Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Di Kabupaten
Bangli,” Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa 04, no. 01 (2023): 2.



Cipta Kerja® yaitu dalam Pasal 117 menyatakan bahwa BUM Desa
adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-
desa, bertujuan untuk mengelola usaha, aset,investasi, dan layanan
lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa secara maksimal.
Perubahan ini menekankan peran desa dalam mengelola BUM Desa
dan aset yang dimiliki oleh BUM Desa.

Keberhasilan dalam pengelolaan BUM Desa tentu perlu
adanya pengawasan dari pihak yang berwenang baik dari
Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah.* Pemerintah Daerah
memiliki kewenangan untuk mengawasi pengelolaan BUM Desa di
wilayahnya. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan
Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik
Desa Bersama yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah
memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan
pengembangan BUM Desa.

Pengawasan yang tepat dapat meminimalkan risiko terjadinya
penyimpangan dalam pengelolaan BUM Desa, ini diharapkan dapat
membantu mengatasi beberapa masalah yang terkait dengan
pengelolaan BUM Desa dan dapat membantu mempercepat
pertumbuhan ekonomi desa. Namun, Banyaknya jumlah BUM Desa
yang dibentuk masih belum menjamin kesejahteraan perekonomian
masyarakat desa, karena dalam pembentukan dan pengelolaan BUM
Desa sering tidak maksimal bahkan menimbulkan pemutaran modal
yang terhambat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun
2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Pekalongan, menyatakan bahwa

® Mokhammad Angga Kusdiyanto and Rifqi Ridlo Pahlevy, “Analisis Yuridis
Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja,” Indonesian Journal of Law
and Justice 2, no. 1 (2024): 3.

* Norani Asnawi Gratiana Trifonia Feka, Yohanes G. Tuba Helan, “Wewenang
Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Terhadap
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa,” Artemis LawJournal 1, no. 2 (2024): 488.
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memiliki
kewenangan untuk melakukan pengawasan pengelolaan BUM Desa.
Hal ini didasarkan pada tugas dinas PMD untuk membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa pada tingkat daerah kabupaten. Lebih lanjut
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun
2024 Tentang Badan Usaha Milik Desa yaitu dalam pasal 70 ayat (2)
menyebutkan bahwa:

“Dalam pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM
Desa bersama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa”

Sehingga dapat dipahami bahwa Dinas PMD telah diberikan
wewenang oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan
pengembangan BUM Desa. Pembinaan dan pengembangan tersebut
dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap tumbuh
kembang BUM Desa yang ada di Kabupaten Pekalongan.

BUM Desa yang secara regulasi diharuskan untuk berbadan
hukum serta pemodalan BUM Desa yang dapat berasal dari
penyertaan modal desa atau masyarakat desa. Menunjukkan
bahwasanya, BUM Desa harus di dirikan dengan mengedepankan
aspek kepastian hukum. Selain daripada itu, dengan adanya
pengawasan Yyang dilakukan oleh Dinas PMD menyebabkan
mekanisme pendirian BUM Desa dapat sejalan dengan apa yang di
harapkan undang-undang. Akan tetapi, pada BUM Desa Genah
Mulyo yang didirikan di Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten
Pekalongan, tidak berbadan hukum serta pemodalan berasal dari
perorangan.

Bapak Rizqi selaku Direktur BUM Desa Genah Mulyo tahun
periode 2022-2025 mengatakan alasan perihal BUM Desa tersebut
belum berbadan hukum karena masih memerlukan waktu untuk
melakukan perbaikan aturan pelaksanaan BUM Desa Genah Mulyo.”
Adapun alasan mengapa pemodalan pendirian BUM Desa masih

® Wildani Fitriana, Wawancara dengan Bapak Rizqji selaku ex-Direktur BUM
Desa Genah Mulyo Sijeruk Kecamatan Sragi, 2 November 2024



menggunakan pemodalan perorangan karena BUM Desa belum
berbadan hukum. Padahal, BUM Desa tersebut telah berdiri dari
tahun 2020 dan telah memiliki unit usaha berupa pelayanan
pembayaran pajak.

Akibat dari ketidakpastian kedudukan hukum BUM Desa
Genah Mulyo, ternyata berpotensi terhadap terjadinya praktik-
praktik penyimpangan. Berdasarkan hasil observasi peneliti,
menemukan fakta bahwa Direktur BUM Desa Genah Mulyo Sijeruk
periode 2022-2025 diduga melakukan tindak pidana penggelapan
dana pembayaran pajak. Hal tersebut terjadi karena lemahnya sistem
pengawasan oleh badan-badan yang berwenang, sehingga
menimbulkan celah untuk melakukan tindakan melawan hukum.

Dinas PMD yang memiliki kewenangan untuk melakukan
pembinaan dan pengembangan, sebenarnya juga berperan dalam
melakukan pengawasan terhadap tumbuh kembang BUM Desa. Hal
tersebut  dikarenakan  pelaksanaan dari  pembinaan  dan
pengembangan dapat berjalan dengan baik apabila Dinas PMD
melakukan pengawasan. Akan tetapi, dengan apa yang telah terjadi
pada BUM Desa Genah Mulyo Sijeruk, menunjukkan bahwa Dinas
PMD hingga saat ini belum menjalankan fungsinya dengan baik.
Oleh sebab itu, Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penting
untuk dilakukan penelitian skripsi yang berjudul “PENGAWASAN
BADAN USAHA MILIK DESA OLEH PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN (Studi Di Desa
Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)”

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan BUM Desa Genah Mulyo Oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan?

2. Bagaimana Akibat Hukum Pengawasan BUM Desa Genah
Mulyo Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan?



C. Tujuan Penelitian
1. Untuk Menjelaskan Pengawasan BUM Desa Genah Mulyo Oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk Menjelaskan Akibat Hukum Pengawasan BUM Desa
Genah Mulyo Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang kajian
Hukum Tata Negara. sehingga, dengan dilakukannya penelitian
ini dengan mudah dapat dipahami oleh pembaca dalam hal lebih
lanjut perihal Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Mahasiswa
Diharapkan penelitian dapat membantu mahasiswa
dalam mengaplikasikan pemahaman terkait pengawasan serta
mampu membangun kemampuan Kritis dan reflektif terhadap
isu-isu  pengawasan BUM Desa dan peranan pemerintah
daerah dalam pengelolaan BUM Desa.
b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan
kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
pengelolaan BUM Desa. Serta mendorong partisipasi aktif
dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah teurtama dalam
bidang pengelolaan BUM Desa.

E. Kerangka Teoritik
1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dalam ruang lingkup kemasyarakatan
Indonesia memiliki arti bahwa daya kerja hukum dapat dilihat
dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat
terhadap hukum. Sudikno Mertokusuma, menyebutkan bahwa
hukum ialah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah
yang ada dalam suatu kehidupan bersama, yang memuat tentang



aturan bertingkah laku dan berlaku dalam suatu kehidupan di
masyarakat, yang pelaksanaanya dipaksakan dengan suatu
sanksi.® Hal ini sebagaimana disampaikan oleh C.G Howard dan
R.S. Mumners bahwa dimensi efektivitas suatu hukum di
masyarakat hanya dapat dilihat serta dianalisis pada produk
hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Karena
hanya mendasarkan pada efektivitas hukum positif berupa
peraturan perundang-undangan, maka gagasan C.G Howard dan
R.S. Mumners dapat dikatakan sebagai kajian efektivitas hukum
secara restriktif, karena mempersempit makna dan pengertian
hukum sebatas pada hukum positif atau peraturan perundang-
undangan.’

Efektivitas hukum secara ekstensif sebagaimana yang
digambarkan oleh Soerjono Soekanto, dapat terpenuhi dengan
merujuk pada lima faktor, yaitu®:

Faktor Hukum
Faktor Penegak Hukum
Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Masyarakat
Kebudayaan
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena
menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak
ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dengan demikian
menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat dilihat dari
sejauh mana hukum mencapai tujuannya dalam mengatur dan
mempengaruhi perilaku masyarakat.
2. Pengawasan
Rahmawati dan Rizki menjelaskan bahwasanya melalui
pengawasan, dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang

arowdeE

® Gomgom, Perkembangan Aliran-Aliran Pemikiran Dalam Kajian Filsafat
Hukum (Medan: PT Refika Utama, 2023).

" Lalu M. Alwin Ahadi, “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat
Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum,” Jurnal Usm
Law Review 5, no. 1 (2022): 115,.

8 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
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terjadi sejak awal.’ Jika kekurangan dan kesalahan diketahui
lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan
dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi.
Dengan demikian akan menghindari terjadinya kebocoran dan
pemborosan untuk membiayai hal-hal yang justru harus direvisi.

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan
apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah
direncanakan. Sesuai dengan makna pengawasan tersebut, seperti
yang dikemukakan oleh Ndraha yang dikutip oleh Rahmawti
dalam bukunya, bahwa makna pengawasan adalah tugas
memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan
tindakan preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara
lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat. Dengan
demikian pengawasan memiliki arti strategis bagi suatu
organisasi yang mana dalam hal ini tertuju pada pengawasan.
Tujuan controlling atau pengawasan ialah untuk menilai
pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh SDM yang ada di
suatu perusahaan. Fungsi pengawasan sangat penting dilakukan
karena fungsi ini untuk menentukan kualitas layanan atau produk
yang dihasilkan perusahaan dapat berjalan dengan baik atau
tidak.

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan

bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari
berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus yang
berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

% Rahmawati Sururama and Rizki Amalia, Pengawasan Pemerintah (Bandung:

CV Cendekia Press, 2020).

1% Hasanah et al., Manajemen Bumdes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat

Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor (Bogor: UM Jakarta Press,

2021).



Tabel 1.1.
Penelitian Yang Relevan

No. | Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan dan
Perbedaan
1. | Pengawasan Dana | Penelitian oleh Widodo | Persamaan:
BUMDES  Untuk | menunjukkan hasil | Persamaan terletak
Mewujudkan Good | bahwa BUM Desa di | pada fokus utama
Governance  Studi | desa Garungwiyoro telah | penelitian, yaitu
Desa Garungwiyoro | berjalan sesuai dengan | pengawasan
Kandangserang."* prosedur. Akan tetapi, | terhadap BUM
dalam segi pengelolaan, | Desa dengan tujuan
BUM Desa | mewujudkan  tata
Garungwiyoro  belum | kelola
bisa memberikan hasil | pemerintahan  yan
dan mengembalikan | baik. Selain itu,
modal yang telah | terdapat kesamaan
dikeluarkan. pada hal peran
Pemerintahan daerah | pemerintah dalam

pun tidak memberikan
pengawasan dan serta
bimbingan terhadap
BUM Desa
Garungwiyoro, sehingga
belum bisa mencapai

hasil yang diinginkan.
Walau begitu,
pemerintah desa
menerapkan pengelolaan
strategi management
dengan harapan dapat
mempermudah

BUMDES untuk
mewujudkan Good
Governance.

proses pengawasan
dan  pengelolaan
BUM Desa.

Perbedaan:

Pada penelitian
terdahulu  tesebut
fokus pada
pengelolaan BUM

Desa di tingkat
desa, dengan
analisis yang
menyoroti

penerapan strategis
management dalam
pengelolaan BUM
Desa. Sedangkan
dalam  penelitian

Good Governance
Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

! Widodo Dwi Saputra, “Pengawasan Dana Bumdes Untuk Mewujudkan

Studi

Desa Garungwiyoro Kandangserang”

(UIN K.H.
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peneliti walau studi
di desa akan tetapi
fokus utama tetap

ada pada
pemerintah daerah
kabupaten
Pekalongan.
Pengelolaan Badan | Penelitian ini | Persamaan:
Usaha Milik Desa | menemukan bahwa | sama-sama
(BUMDES) penerapan Peraturan | mengkaji mengenai
Canga’an Pemerintan Nomor 11 | BUM Desa.
Kabupaten  Gresik | Tahun 2011 tentang
Perspektif ~ Siyasah | BUMDES masih belum | Perbedaan:
Maliyah.*? sepenuhnya sesuai | Pada penelitian
dengan BUMDES | terdahulu
Taman Jaya, sehingga | menggunakan
menyebabkan berbagai | perspektif Siyasah
hambatan dalam | Maliyah.
pengelolaannya. Dalam | Sedangkan dalam
perspektif Siyasah | penelitian peneliti
Maliyah, BUMDES | membahas dari segi
Taman Jaya dipandang | pandangan  yang
sebagai  bagian  dari | lebih kompleks.
Baitul Mal yang
bertanggung jawab
dalam pengaturan harta
benda dan  kondisi
masyarakat.
Pengawasan Hasil yang ditujukan | Persamaan:
Pengelolaan dari penelitian ini ialah | Persamaan terdapat
BUMDES Tirta | masyarakat memiliki | pada penekanan
Mandiri Desa | kontribusi dalam | terhadap
Ponggok (Studi | pengawasan BUMDES. | pentingnya
Kasus Pengelolaan | Mereka dapat | pengawasan dalam
BUMDES melakukan pelaporan | pengelolaan BUM
Berdasarkan UU | dari hasil pemantauan | Desa untuk

12 Khobith Nur Anggara, “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Canga’an Kabupaten Gresik Perspektif Siyasah Maliyah” (UIN Sunan Kalijaga,

2023).
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NO. 6 Tahun 2014 | dan berbagai keluhan. mencapai tata
Tentang Desa).™ kelola yang baik.
Perbedaan:
Pada penelitian
terdahulu berfokus
pada pengawasan
berdasarkan
Undang-Undang
Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa.
Sedangkan dalam
penelitian  peneliti
fokus pada seluruh
kajian peraturan
terkait pengawasan
BUM Desa.
Implementasi Asas- | Hasil  penelitian  ini | Persamaan:
Asas Umum | menunjukkan bahwa | Penelitian yang
Pemerintahan Yang | pelayanan yang | dilakukan  sama-
Baik Dalam | dijalankan telah relevan | sama mengkaji
Undang-Undang dengan prosedur yang | terkait aspek-aspek
Nomor 30 Tahun | ditentukan. Setiap | administrasi
2014 Tentang | masyarakat yang | negara.
Administrasi mengajukan pembuatan
Pemerintahan KK merasa puas dengan
Perspektif Figih | pelayanan yang | Perbedaan:
Siyasah.™* diberikan. Sehingga | Pada  penelitian
dalam perspektif Figh | terdahulu fokusnya
Siyasah, pelayanan ini | berada pada
telah memenuhi asas | pelayanan
pelayanan yang baik dan | adminsitrasi publik,

1 Ragila Putri Wandansari, “Pengawasan Pengelolaan Bumdes Tirta Mandiri

Desa Ponggok (Studi Kasus Pengelolaan Bumdes Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

Y Kristin Juliana, “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Perspektif Figih Siyasah” (UIN Raden Intan Lampung, 2020).



11

asas ketidakberpihakan. | sedangkan dalam

penelitian  peneliti
lebih fokus
terhadap
administrasi
pengawasan
pengelolaan BUM
Desa.

Analisis Hasil penelitian | Persamaan:

Pengelolaan Badan | menjelaskan bahwa | Sama-sama

Usaha Milik Desa | terdapat dua jenis usaha | menyoroti  aspek

(BUMDES) Dalam
Prespektif ~ Hukum
Ekonomi  Syariah
Desa Binuangan
Kec.  Bolangitang
Timur.™

yang dikelola  oleh
BUMDES Binuanga,
yaitu depot air minum
dan wisata tracking
mangrove. Meskipun
kedua usaha ini telah
dikelola sesuai dengan
peraturan dari kabupaten
dan menunjukkan etos
kerja yang baik.

pengelolaan BUM
Desa dan
pentingnya tata
kelola yang baik
untuk keberhasilan
usaha desa.

Perbedaan:
Penelitian terdahulu
menggunakan
kerangka  hukum
ekonomi  syariah
untuk mengevaluasi
pengelolaan BUM
Desa.  Sedangkan
dalam  penelitian
peneliti
menggunakan
kerangka  hukum
tata negara.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa terdapat banyak

perbedaan dan persamaan antara penelitian peneliti

dengan

penelitian terdahulu. Persamaan mendasar dari seluruh penelitian
terdahulu dengan penelitian peneliti ialah terkait kajian administrasi
negara namun dengan objek kajian yang berbeda-beda. Adapun

> Muhammad Zulfigri D. Gani, “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa (Bumdes) Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Desa Binuanga Kec.
Bolangitang Timur” (IAIN Manado, 2022).
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perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah
terkait dengan objek kajian, penggunaan teori, dan metode. Selain
itu, dalam penelitian ini lebih membahas mendalam terkait
pengawasan BUM Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah
sebagaiman yang telah diamanatkan pada peraturan perundang-
undangan. Oleh sebab itu, penelitian peneliti merupakan penilitian
terbaru yang tidak memiliki kesamaan menyeluruh dengan
penelitian sebelumnya dan memiliki kebaharuan.

. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif-
Empiris, Penelitian hukum Empiris merupakan salah satu motede
penelitian hukum yang meneliti hukum dengan cara dijadikan
sebagai konsep dalam suatu norma atau kaidah yang berlaku di
masyarakat.'® Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan
masyarakat dalam berperilaku.” Oleh sebab itu jenis dari
penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengawasan badan
usaha milik desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih terfokuskan kepada suatu
permasalahan yang mengarah pada generalisasi.'® Pendekatan ini
mengadopsi analisis mendalam (in-dept analysis) di mana
masalah akan diteliti secara individual sesuai dengan kasusnya,
sebab pendekatan kualitatif meyakini bahwa setiap masalah akan
memiliki karakter yang berbeda. Berdasarkan pada teori
penelitian kualitatif, agar penelitian dapat berkualitas maka data
yang dikumpulkan harus lengkap yaitu mencangkup data primer

'® Muktia Fajar and Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatf

Dan Empiris, Cetakan ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

v Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris :

Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” Fiat Justisia 8, no. 1 (2014): 15.

.1 Erwinsyahbana, ‘Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam

Perspektif Filsafat Konstrutivis,” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018,

31
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dan data sekunder. Dengan demikian peneliti akan melakukan
analisis mendalam terhadap permasalahan pengawasan badan
usaha milik desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan
dengan fokus lebih mendalam di desa Sijeruk, Kecamatan Sragi,
Kabupaten Pekalongan.
3. Lokasi Penelitian
Peneliti memilih lokasi penelitian di kantor Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten
Pekalongan dan BUM Desa Genah Mulyo Desa Sijeruk,
Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.
4. Sumber Data
a) Data Primer
Data primer merupakan data yang didapatkan melalui
penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian hukum
dapat diketahui sebagai data yang berbentuk perilaku hukum
dari masyarakat.’® Pada penelitian ini data primer bersumber
pada observasi dan wawancara yang peneliti dapatkan dari
para narasumber yang berada di Dinas PMD Kabupaten
Pekalongan, dan Pengurus BUM Desa Genah Mulyo Desa
Sijeruk. Sehingga nantinya, dapat membantu peneliti dalam
memahami pengawasan BUM Desa oleh Pemerintah Daerag
Kabupaten Pekalongan studi Desa Sijeruk, Kecamatan Sragi,
Kabupaten Pekalongan.
b) Data Sekunder
Data sekunder atau biasa disebut juga dengan data
kepustakaan, yang mana dalam penelitian hukum disebut
dengan bahan hukum. berbentuk seperti ada kesepakatan yang
tidak tertulis dari pada ahli peneliti hukum,®® bahwa bahan
hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan
sebagai berikut:

19 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, Metodologi Riset
Hukum, Cetakan Pertama (Karanganyar: Oase Pustaka, 2020).
20 Nugroho, Haryani, and Farkhani.
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a) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum

primer ialah sebagai berikut:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan
dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan,
dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha
Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9
Tahun 2024 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2021
Tetang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan
Pengawasan Desa di Kabupaten Pekalongan; dan
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2022
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Pekalongan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal mendukung untuk memehami bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan
ialah sebagai berikut:

1)

Sumber literatur berupa buku, jurnal,artikel, dan
website yang memuat materi mengenai Badan Usaha
Milik Desa baik dalam hal pembentukan, pengelolaan
dan pengawasan.
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2) Doktrin dari para pakar hukum mengeni bentuk
pembentukan, pengelolaan dan pengawasan Badan
Usaha Milik Desa.
5. Teknik Pengunpulan Data
a) Observasi
Dalam upaya untuk mengamati proses pengawasan
kegiatan observasi dilakukan pada lokasi penelitian. Pada
tahapan ini, peneliti melakukan observasi di Kantor Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan BUM Desa Genah
Mulyo Desa Sijeruk, Kecamatan Sragi, Kabupaten
Pekalongan.
b) Wawancara
Dalam upaya untuk mengumpulkan data, peneliti
melakukan wawancara langsung dengan para pihak yang
memiliki pengetahuan dan kewenangan mengenai pengawasan
BUM Desa. Para pihak tersebut merupakan para pemangku
jabatan di Dinas Pemberdaya Masyarakat dan Desa serta
Direktur BUM Desa Genah Mulyo Desa Sijeruk, Kecamatan
Sragi, Kabupaten Pekalongan. Wawancara dilakukan secara
sistematis, dengan pertanyaan yang telah disesuaikan dengan
kebutuhan penelitian.
6. Teknis Analisis Data
Teknik analisis data interaktif adalah model analisis data
yang dicetuskan oleh Miles dan Hubermen?®. Teknik ini dapat
digunakan dalam penelitian kualitatif dan terdiri dari empat
komponen proses analisis yaitu:
a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam proses
analisis. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data melalui
berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan studi
dokumen. Data yang diperoleh harus sesuai dengan fokus
penelitian agar dapat memberikan informasi yang relevan.

21 Fajar and Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.



16

H.

b. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses menyederhanakan, memilih,
dan merangkum data yang telah dikumpulkan agar lebih fokus
dan terorganisir.
c. Penyajian Data
Penyajian data bertujuan untuk menyusun data secara
sistematis sehingga dapat dipahami dan dianalisis lebih lanjut.
d. Penarikan Simpulan
Penarikan simpulan adalah tahapan akhir dalam proses
analisis data, di mana peneliti membuat interpretasi atau
kesimpulan yang didasarkan pada data yang telah
dikumpulkan, direduksi, dan disajikan. Kesimpulan ini harus
bersifat logis, konsisten, dan didukung dengan data yang valid.
Peneliti menyeleksi data yang sudah terkumpul untuk
memudahkan dalam melakukan penelitian yang mendalam
mengenai pengawasan BUM Desa oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Pekalongan.

Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan penelitian ini, di
mana setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar
penelitian ini dapat lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk
dari sistematika penulisannya:

BAB | Pendahuluan, bagian ini mengenai latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan
pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika
penulisan.

BAB Il Landasan Teoritis, berisi teori mengenai Teori
Efektivitas Hukum, Teori Pengawasan dan Konsep BUM Desa

BAB 111 Hasil Penelitian, berupa bentuk dari hasil penelitian
tentang Pengawasan BUM Desa Genah Mulyo Oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Pekalongan dan Akibat Hukum Pengawasan
BUM Desa Genah Mulyo Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Pekalongan.
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BAB IV Pembahasan Penelitian, berisi mengenai analisis
hasil penelitian tentang Pengawasan BUM Desa Genah Mulyo Oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dan Akibat Hukum
Pengawasan BUM Desa Genah Mulyo Oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Pekalongan.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Pekalongan dengan diwakili oleh Dinas PMD sudah dilaksanakan,
akan tetapi belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan analisis yang
telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 9 Tahun 2024 serta peraturan pelaksana terkait, dapat
disimpulkan bahwa terdapat kekosongan norma pengawasan
eksternal terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pekalongan.
Padahal pengawasan ini menjadi bagian integral dari tanggung
jawab pemerintah daerah untuk memastikan BUM Desa terutama
BUM Desa genah mulyo beroperasi sesuai dengan prinsip tata kelola
yang baik dan memenuhi tujuan pembangunan desa.

Akibat hukum dari pengawasan BUM Desa Genah Mulyo oleh
pemerintah daerah kabupaten Pekalongan menunjukkan adanya
Kekosongan norma sehingga menyebabkan lemahnya pengawasan
terhadap pengelolaan BUM Desa, yang berdampak negatif terhadap
akuntabilitas, administrasi, dan keberlangsungan operasional BUM
Desa. lemahnya kewenangan pengawasan Dinas PMD
mengakibatkan tidak adanya kontrol yang efektif terhadap praktik
administrasi di BUM Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, sangat diperlukan
penguatan regulasi yang memberikan kewenangan penuh dan jelas
kepada Dinas PMD untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
administratif secara berkelanjutan.

B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan tersebut, peneliti memberikan
beberapa saran sebagai berikut:
1. Pemerintah Kabupaten Pekalongan hendaknya segera menyusun
dan menetapkan peraturan pelaksana yang jelas dan tegas
mengenai  kewenangan Dinas PMD dalam melakukan

76
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pengawasan eksternal terhadap BUM Desa, sehingga fungsi
pembinaan dan pengawasan dapat berjalan optimal.

2. Dinas PMD perlu melakukan pelatihan dan pendampingan
manajemen administrasi serta pelaporan secara rutin kepada
pengurus BUM Desa agar tata kelola administrasi lebih tertib,
transparan, dan akuntabel.

3. Untuk menghindari kerancuan dan potensi penyalahgunaan
kewenangan, BUM Desa disarankan segera mengurus status
badan hukum agar memiliki dasar hukum yang kuat dalam
menjalankan aktivitas usaha dan perlindungan aset desa.

4. Selain pengawasan internal melalui pengawas dan penasihat
BUM Desa, pengawasan eksternal oleh Dinas PMD dan pihak
terkait lainnya harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh,
termasuk audit independen guna menjamin transparansi dan
akuntabilitas.

5. Masyarakat desa perlu diberikan pemahaman dan keterlibatan
lebih dalam pengawasan dan evaluasi kinerja BUM Desa agar
tercipta kontrol sosial yang efektif dan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa.

6. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan agar melakukan
kajian lebih mendalam terhadap aspek kekosongan norma dan
kepastian hukum dalam pengawasan eksternal BUM Desa.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan pengelolaan BUM

Desa di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan secara profesional dan

berkelanjutan, sehingga tujuan utama pembentukan BUM Desa

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud
dengan baik.
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